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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya dan 

menetukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 

Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi 

pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur adanya kesalahan, mampu 

bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. 

Adapun pelaku dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi terancam 

dijerat Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman 6 tahun hukuman 

penjara, karena sudah memenuhi keempat unsur di dalam pertanggungjawaban 

pidana. Dengan kesalahan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik 

dengan sengaja. 

Upaya untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan surat keterangan camat 

yaitu dengan cara upaya kebijakan penal dan upaya kebijakan non penal. Upaya 

kebijakan penal merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, 

yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum 

dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan 

upaya kebijakan non penal merupakan upaya preventif berupa pencegahan tanpa 

menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. 
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B. Saran 

1. Perlunya dilakukan sosialisasi yang berupa edukasi/pembelajaran kepada 

masyarakat tentang permohonan dan proses penerbitan Surat Keterangan 

Camat dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga tidak menimbulkan 

sengketa kepemilikan lahan di tengah masyarakat dan tidak terjadi penipuan 

terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan surat/dokumen yang palsu atau 

dipalsukan. 

2. Instansi/lembaga pemerintah yang bertugas membuat pembaruan  kebijakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat di masa yang akan 

datang yang harus memperhatikan tentang formulasi peraturan, aturan atau 

pedoman pemidanaan dan juga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik. 

3. Perlu diterapkannya sanksi yang tegas bagi instansi/lembaga terkait agar tidak 

sembarangan dalam menerbitkan dan/atau membatalkan sertifikat hak milik. 

4. BPN sebagai lembaga pengawas sebaiknya melakukan penelitian terhadap 

berkas/dokumen permohonan penerbitan Surat Keterangan Camat dan 

Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh pemohon dengan melakukan 

peninjauan ke lapangan untuk memastikan persesuaian antara data yuridis 

terhadap objek lahan yang dimohonkan guna menghindari sengketa yang dapat 

menimbulkan kerugian pihak lain. 

5. Konsep prosedur perolehan sertifikat milik ke depan sebaiknya dilakukan 

melalui prosedur penelitian data fisik dengan menggunakan metode teknik 

yuridis kadastral. Sedangkan penelitian data yuridis tidak hanya dilakukan 
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melalui pemeriksaan data formil, tetapi juga melalui pemeriksaan data materiil 

yang didukung sumber daya manusia dan peralatan berteknologi modern, 

misalnya keharusan menggunakan Global Positioning System (GPS) melalui 

Land Office Computerization (LOC) secara sentral. Prosedur birokrasi mulai 

dari permohonan pertama sampai penerbitan sertifikat hak milik sebaiknya 

dilaksanakan secara efektif dan efisien.
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